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DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang a. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tugas
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Banjarbaru dalam melaksanakan fungsi legislasi,
pengawasan dan anggaran, perlu dilakukan
penyempumaan terhadap Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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3. Undang-UndangNomor17Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun
2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesian Tahun 2004 Nomor 126,TambahanLembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraanPemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor6041);

7. Peraturan PemerintahNomor18Tahun 2017 tentang Hak
Keuangandan AdministrasiPimpinandan AnggotaDewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor6057);

8. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan MenteriDalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2011 Nomor310);

9. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 62 Tahun 2017
tentang PengelompokanKemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional(BeritaNegaraTahun 2017 Nomor1067);

10. Peraturan Daerah KotaBanjarbaru Nomor10Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Nomor37);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHANATASPERATURANWALIKOTANOMOR4 TAHUN
2018 TENTANGPENGELOMPOKANKEMAMPUANKEUANGAN
DAERAHSERTAPELAKSANAANDANPERTANGGUNGJAWABAN
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARBARU

PASALI

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2018 Nomor4) diubah sebagaiberikut:

Ketentuan Pasal8 dan Pasal9 ayat (1)dan ayat (2)dihapus.

PASAL II

PeraturanWalikota ini mulai berlaku sejak tanggaldiundangkan.

Agar setiap orangmengetahui,memerintahkan pengundanganPeraturan
Walikota ini denganpenempatannyadalam Berita DaerahKotaBanjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tan al 28 Me! 2018

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Me! 2018

SEKRETARISDAERAH,

SAl
BERI DAERAHKOTABANJARBARUTAHUN2018 NOMOR...1~...


